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1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi 

Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4937); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 

2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten 

Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rak) at Daerah. 

b. bahwa dalam ketentuan peraturan bupati sebagaimana 

dirnaksud pada huruf a, tidak dijelaskan atribut anggota 

DPRD, sehingga perlu menambah satu ayat yang 

mengatur atribut DPRD dimaksud: 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAJ 
NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANA PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 3 TAHUN 2017 
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

BUPATI PULAU MOROTAI 
PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 
NOMOR ~6 TAHUN 2019 

TENT ANG 

/ 
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 

Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Da rah 

(Berita Negara Republik lndon ia Tahun 2015 Nomor 

2036); 

7. Per turan Dacrah Kabupat n ulau Morotai Nomor 3 

Tahun 2017 t ntang Hak I< uangan clan Ad mini tratif 

Pirnpin n dan Anggota .wan P rwakilan Rak Rt 

Daerah (Lembaran DA rah I abup t n Pulau Morotai 

Tahun 2017 Nomor 3). 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Daerah 

t ntang P merin ahan Daerah (Lcmbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

s bagaimana telah diubah beberapa kali 

t rakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembcntukan Peraturan Perun dang- 
undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Norn or 75, Tam bah an Lembaran 
N gara R pu blik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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s ndar sa uan har a (Check Pri ) an b rlaku. 

(2a) Atribut sebagaiman dim ksud pada a t (1), pin logo da rah an 

terl u t d ri Jo, m mulir ( • mas) 2 knrnt di .. di kan untuk 

Pimpinan dan An, ota Pl~ l bunh dnlnrn (limn) tahun ng n 

bera '!.t l O ( ·puluh) zrum. 

(2b) Ukuran pin smas logo dn .rah s \hnr,nimnnn dirnnksud pada a at 

(2a) tercantum dah m larnpirnn pernturan bupati ini. 

(3) Ketentuan lcbih lanjut m ·ng nni st ndar sn uan Harga pakaian 
dinas dan atribu sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputu an Bupati. 

ayat ( 1) di suaikan d n an 

din a dan atribut pakaian (2) Standar sa uan harga 

sebagaimana dim k ud pad 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan 

atribut dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi 

efektifitas dan kepatutan. 

Pasal6 

Beb rapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 

Tahun 2017 ten tang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai 

omor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perw akilan Rakyat Daerah (Serita Daerah Kabupaten 

Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 60) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, tetap 

tidak mengalami peru bah an. 

2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat 

(2a) dan a at (2b) sehingga Pa al 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal l 

D • WAN P • RWAKJLAN RAKYAT AN AN I OTA 

DAERAH. 

PIMPINAN 1 Al 1 ~ UAN AN DAN ADMfNJ T /\Tl • 

PERU AHAN AT/\ PER/\TU /\N U ATJ PULAU 

M R TAI N M R 60 TAHUN 2 17 TENTANG 

PELAI ANA P • RATURAN DAER/\H KABUPATEN 

ULAU M R TAJ N M R 3 TAHUN 2017 TENTANG 

UL/\U MOR TAJ TENTANO UPATJ PERATUR/\N Menetapkan 

MEMUTU 1(/\N: 
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NIP. 
............................................... 

Salinan sesuai aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan HAM, 

BERIT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 

Diundangkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 2 3 SEP 2019 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA EN PULAU MOROTAI, 

lti~ 

LAOS 

AU MOROTAI, BUPATI 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal Z ~ SEP 2019 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai. 

3. Ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, 
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tetap tidak mengalami 
perubahan. 

4. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 
Pada saat Peraturan Bupati im mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Pulau Morotai Nomor 60 tahun 2017 tentang Pelaksana Pera tu ran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 
60) din atakan masih tetap berlaku. 
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M ~O'l I 

2.Scm 

3 cm 

2em 

E LO O DAERAH PIMPINAN DAN ANGG TA DEWAN 
. LAN RAI AT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI 

I ER H KAB PATEN PULAU MOROTAJ 

N M I~ TATIUN 2017 TENTANG HAK 

1·1!.. AN rAN AN ADMINISTRATIF 

PIMI !NAN AN ANGGOTA DEWAN 

P RWAI ILAN RAKYAT DAERAH 

PERATURAN Pf,LAK ANA Tl!,NT N 

LAMPI RAN 

P TU N BUPATI ULAU MOROTAI 
N MOR ,-E, TAH N 2019 

1J•.,NTAN(1 

Pl•,RUOAI JAN ATA RATURAN BUPATI 

PU LAU MOR 1 Al NO MOR 60 TAHUN 2017 


